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Blokir Perjaldis Tak Berpengaruh ke Daerah 

 

https://gorontalopost.id/2023/02/21/blokir-perjaldis-tak-berpengaruh-ke-daerah/ 

 

Gorontalopost.id – Kebijakan terbaru dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang telah memblokir 

Anggaran Perjalanan Dinas (Perjaldis) dan belanja pegawai di Kementerian dan Lembaga (Automatic 

Adjustment) pada 2023 sebesar Rp 50,2 triliun tak berpengaruh hingga ke daerah. Ini ditegaskan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo Muksin Brekat saat diwawancarai 

Gorontalo Post, hari Senin tanggal 20 Februari 2023. 

“Ya, kebijakan itu hanya berlaku untuk anggaran APBN saja, kalau kita di DPRD dibiayai oleh APBD, 

mulai dari perjaldis dan lain sebagainnya,”kata Muksin Brekat. 

Sehingga menurut Muksin, kebijakan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap anggaran perjaldis 

daerah. Sebab proporsi APBD sudah diatur berdasarkan kebutuhan, termasuk perjalanan dinas yang 

cenderung ke PAD (Pendapatan Asli Daerah). 

“Walau bagaimanapun kegiatan diluar kantor itu sangat menunjang kinerja dari legislatif maupun 

eksekutif, tidak ada yang kerja di dalam kantor selama setahun penuh, sebagaiman diatur dalam PP 

No.13 yang direpresentasikan ke tata tertib DPRD.seperti melakukan konsultasi, study komparasi, dan 

lain sebagainya yang berkaitan dengan kinerja DPRD. 

“Semoga saja resesi ekonomi global tidak akan berdampak secara langsung hingga ke daerah 

sepetihalnya masa-masa Covid-19 kemarin.Sebagian besar anggaran daerah dipangkas. Kita semua 

berharap hal itu tidak terjadi lagi,”tandas Muksin. 

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku telah memblokir anggaran Kementerian dan 

Lembaga (Automatic Adjustment) pada 2023 sebesar Rp 50,2 triliun. 

Ini menjadi penerapan kebijakan kedua, setelah pertama pada 2022 Menteri Keuangan juga memblokir 

anggaran Rp 24,5 triliun. Dengan demikian, anggaran yang diblokir oleh Menkeu pada tahun ini 

meningkat. 

Sumber Berita: 

https://gorontalopost.id/2023/02/21/blokir-perjaldis-tak-berpengaruh-ke-daerah/
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1. https://gorontalopost.id/2023/02/21/blokir-perjaldis-tak-berpengaruh-ke-daerah/ [diakses pada 

tanggal 23 Februari 2023]. 

2. https://pojok6.id/menkeu-blokir-perjalanan-dinas-muksin-sebut-tak-berdampak-pada-daerah/  

[diakses pada tanggal 23 Februari 2023]. 

 

Catatan: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada: 

a. Pasal 1: 

1) angka 1 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah 

dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta 

segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan 

kewajiban Daerah tersebut. 

2) angka 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan 

yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 

3) angka 7 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

4) angka 13 menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah 

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. 

5) angka 21 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya 

disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 

dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

6) angka 22 menyatakan bahwa Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan 

serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

7) angka 23 menyatakan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 

disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan 

kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam 

pen5rusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. 

8) angka 56 menyatakan bahwa Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi 

kebutuhan dasar warga negara. 

9) angka 63 menyatakan bahwa Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi, bupati 

bagi Daerah kabupaten, atau wali kota bagi Daerah kota.  

b. Pasal 4: 

https://gorontalopost.id/2023/02/21/blokir-perjaldis-tak-berpengaruh-ke-daerah/
https://pojok6.id/menkeu-blokir-perjalanan-dinas-muksin-sebut-tak-berdampak-pada-daerah/


 

 
Tim UJDIH Perwakilan Provinsi Gorontalo 2023/IYA  3 
 

1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah 

yang dipisahkan. 

2) ayat (2) menyatakan bahwa pemegangan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: 

a) menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan 

APDB, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

b) mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan 

APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada 

DPRD untuk dibahas bersama; 

c) menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan 

rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah 

mendapat persetujuan bersama DPRD; 

c. Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang 

didasarkan pada RKPD. 

d. Pasal 89: 

1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan 

PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman pen5rusunan APBD. 

2) ayat (3) menyatakan bahwa rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat: 

a) kondisi ekonomi makro daerah;  

b) asumsi penyusunan APBD;  

c) kebijakan Pendapatan Daerah;  

d) kebijakan Belanja Daerah;  

e) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan  

f) strategi pencapaian. 

3) ayat (4) menyatakan bahwa Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disusun dengan tahapan: 

a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;  

b) menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang 

disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana 

kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan  

c) menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-

masing Program dan Kegiatan. 

e. Pasal 90: 
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1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan 

PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat 

minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan 

DPRD; 

2) ayat (2) menyatakan bahwa Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan 

DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus; 

3) ayat (3) menyatakan bahwa KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama 

DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah 

dalam menyusun RKA SKPD; 

4) ayat (4) menyatakan bahwa Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

f. Pasal 91 menyatakan bahwa dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama 

rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling 

lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada 

DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD 

berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, 

untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri 

Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, pada: 

a. pasal 1: 

1) angka 1 menyatakan bahwa Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut 

Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar Tempat Kedudukan yang dilakukan dalam 

wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara; 

2) angka 2 menyatakan bahwa Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga 

tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang; 

3) angka 3 menyatakan bahwa Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik 

Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang 

dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya 

dan digaji berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; 

4) angka 4 menyatakan bahwa Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk 

jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang 
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bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

organisasi; 

5) angka 5 menyatakan bahwa Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati 

batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, 

melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri; 

6) angka 6 menyatakan bahwa Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat 

kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan 

pindah; 

7) angka 7 menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA 

adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan 

sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian 

Negara/Lembaga yang bersangkutan; 

8) angka 8 menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK 

adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 

Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan 

pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 

9) angka 9 menyatakan bahwa Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah 

dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan 

Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain. 

10) angka 10 menyatakan bahwa Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan 

Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas. 

11) angka 11 menyatakan bahwa Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung 

terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus. 

12) angka 12 menyatakan bahwa Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti 

pengeluaran yang sah. 

13) angka 13 menyatakan bahwa Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan 

Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

14) angka 14 menyatakan bahwa Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja. 

15) angka 15 menyatakan bahwa Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan 

Perjalanan Dinas. 

16) angka 16 menyatakan bahwa Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/Kota tujuan pindah. 

17) angka 17 menyatakan bahwa Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara 

waktu. 

18) angka 18 menyatakan bahwa Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah 

administratif di Indonesia di bawah Provinsi. 
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19) angka 19 menyatakan bahwa Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang 

muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk 

membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan 

melalui mekanisme pembayaran langsung. 

20) angka 20 menyatakan bahwa Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai 

acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar 

Biaya Keluaran. 

b. pasal 2: 

1) ayat 1 menyatakan bahwa Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai 

Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan 

b. Perjalanan Dinas Pindah. 

3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Pegawai Negeri Sipil; 

b. Calon Pegawai Negeri Sipil; 

c. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan 

d. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

c. pasal 3: 

1) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut: 

a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan pemerintahan; 

b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian 

Negara/Lembaga; 

c. efisiensi penggunaan belanja negara; dan 

d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan 

biaya Perjalanan Dinas. 


